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Skripsi ini fokus membahas penetapan-penetapan pengadilan yang mengabulkan permohonan poligami
karenatidak memiliki keturunan laki-laki dalam kaitannya dengan Pasal 4 ayat 2 huruf ¢ UU No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 4 ayat 2 huruf ¢ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
disebutkan salah satu alasan pengadilan dapat memberikan izin poligami bagi seorang suami yaitu jikaistri
tidak dapat melahirkan keturunan. Bagi masyarakat adat yang menarik garis keturunan laki-laki, maka
memiliki anak laki-laki menjadi penting. Dalam hal ini, terdapat pembahasan kasus di penetapan pengadilan
apakah ketiadaan keturunan laki-laki dapat dijadikan alasan poligami. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, maka dilakukan penelitian terhadap penetapan-penetapan pengadilan. Adapun penetapan-
penetapan pengadilan yang dimaksud adalah penetapan pengadilan di Provinsi Bali dimana masyarakat
menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Dalam kasus yang menjadi bahan penelitian, pengadilan tetap
memberikan izin poligami bagi suami walaupun istri masih dapatmel ahirkan keturunan berjenis kelamin
perempuan. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 4 ayat 2 huruf ¢ UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan karena kata keturunan tidak diperjelas sebagai keturunan berjenis kelamin laki-laki maupun
keturunan berjenis kelamin perempuan. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan dalam penelitian yaitu
1. Bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pihak-pihak yang akan mengajukan poligami? dan 2.
Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami karena tidak memiliki keturunan
laki-laki?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian
eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian penulis, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan
mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta hukum adat terutama hal sistem
kekeluargaan yang masih berlaku dalam masyarakat Indonesia.
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The focus of this thesis discusses the Decrees of the Court that grant the permit for polygamy because it
does not have male descendantsin relation to Article 4 paragraph 2 ¢ Law No. 1 of the Year 1974 on
Marriage. In Article 4 paragraph 2 c Law No. 1 of the Y ear 1974 on Marriage, one of the reasons that Court
may give permission for polygamy isisif the wife can not give birth to descent. For the indigenous
communities that attract male lineage, having the male descendant isimportant. In this case, thereisa
discussion of the case in the Decrees of the Court of whether the absence of male descendants can make a
party to polygamy. To answer these problems, doing research on the Decrees of the Court is necessary. The
Decrees of the Court is from the Court in Bali which is the community embraced the system of family men.
In the case that became the research material, the court nonethel ess permit polygamy for her husband even
though hiswife still can give birth to offspring of the female sex. Thisis contrary to the sound of Article 4
paragraph 2 c Law No. 1 of the Year 1974 on Marriage because the word, descendant, never made clear as
male sex descendant or female sex descendant. Whereas, in the Costumary Societies in Indonesia, the sex of
the descendants still has a significant impact. The writer propose two principa problemsin this study, which
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are 1. How terms that must be met for the parties that submit for polygamy and 2 . How the legal
considerations made by the judges in grant of the permit for polygamy because it does not have male
descendants. This research used normative juridical method with explanatory typology. Based on the results
of the writer 39 sresearch, the legal considerations of the judges has been consistently refersto Law No. 1
of the Year 1974 on Marriage and also Adat Law, especially the Kinship System that still appliesin
Costumary Societiesin Indonesia.



